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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan JALAN, No.75B, RT
022, RW 009, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan
KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan JALAN, No.75B, RT
022, RW 009, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan
KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020,
telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Pbm,
tanggal 12 November 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam
surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dan
Tergugat, Majelis Hakim telah pula menunjuk mediator dari unsur Hakim pada
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Pengadilan Agama Prabumulih, dan proses mediasi melalui Hakim Mediator
Fighan Hakim, S.H.I. tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan,
Penggugat menyatakan akan mencoba untuk rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara, dan telah pula dilakukan mediasi dengan
mediator Fighan Hakim, S.H.l.;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan tahapan pembacaan
surat gugatan, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk kembali rukun
membina rumah tangga sebagai suami istri bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan akan mencoba kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu
maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan;
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Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor
308/Pdt.G/2020/PA.Pbm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Yunizar
Hidayati, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidigi, S.H.l. dan
Chusnul Chasanah, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Septi
Emilia, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
TTD TTD
Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Chusnul Chasanah, S.H.I.
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PANITERA PENGGANTI,

TTD

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 266.000,00

Terbilang : (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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